PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Ir. H. Juanda No. 01 Telp. (0234) 272312 Indramayu 45212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 470 ) €13 [ Discapil

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDEAMAYU

KEFALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman
bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
tentang Standar Pelayanan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat S Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebapgaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851});

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

RETIGA

KEEMPAT

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birockrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelavanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

Peraturan Bupati Indramavu Nomor 32.1 Tahun 2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomeor 31.1J;

Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 12 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan 3Sipill sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU wajib ditaati dan dijadikan pedoman bagi setiap
pelaksana pelayanan publik di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipill dan masvarakat
pengguna lavanan.

Rincian Standar Pelayanan yang berkaitan dengan
pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi
masyarakat wajib dipublikasikan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDERAMAYU

H. MOH. ISKAK ISKANDAR, 5.50s.,MM.
= Pembina Utama Muda

NIP. 19710722 199903 1 004



LAMPIRAN




LAMPIRAN - LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. INDRAMAYU

NOMOR

. 470 / / Discapil

TANGGAL : Maret 2022

1. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA
NEGARA INDONESIA [SKPWNI)

E

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan UU No, 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan.

Persyaratan
Pelavanan

- Mengisi formulir surat permohonan  diatas

materal
Membawa KTP Elektronik dan KR.

Sistem, IIIE]{E{BII'.I.E,

dan prosedur

SPNS

Menerima kelengkapan berkas pemohon;
Verifikasi berkas. Jika sudah lengkap bukti
pelaporan/resi pendaftaran dan meneruskan
ke petugas operator. Jika masih terdapat
kekurangan atau kesalahan maka
dikembalikan ke pemohon;

Ace Kepala Dinas;

Menverahkan Surat Keterangan Pindah ke
pemohon.

Jangka waktu
penyelesaian

3 hari kerja

Biaya /tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Pelayanan SKPWNI

Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

R o W N

Ruangan;
Komputer;
Printer;

Jaringan Internet;
Database SIAK;
ATK.




8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA;

Pelaksana 2. Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang Pencatatan Sipil.

9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
internal 2. Rapat pleno / Brifing Intern; dan
Jd. Sistem pelaporan bulanan.
10.| Penanganan 1. SPaN Lapor (htpp:/ /lapor.go.id);
pengaduan, | 2. Aplikasi All in One;
saran, dan | 3. Whatsapp 087874123195:
masukan 4, Telepon 082253420968.

11.| Jumlah Pelaksana Maksimal 3 (tiga) orang.

12.| Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan

akuntabel .
13.| Jaminan 1. Data dan informasi pengguna layanan
keamanan dan dijamin keamanannya dan digunakan semata
keselamatan mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang

layanan menjamin/mendukung keamanan,
kenyamanan dan keselamatan pengguna

layanan.
14.| Evaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Pelaksana Pendaftaran Penduduk secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila
diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

H. MOH., ISKAK ISKANDAR, 5.50s.,MM.

2 Pembina Utama Muda
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2. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG WARGA
NEGARA INDONESIA (SKDWNI)

No

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 |
Tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang
Persyvaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Permendagrnn No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan.

2.

Persyaratan

Pelayanan

. Burat Keterangan Datang WNI

(SKDWNI)
daerah asal.

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Menerima kelengkapan berkas pemohon;
Verifikasi berkas. Jika sudah lengkap bukt
pelaporan /resi pendaftaran dan meneruskan
ke petugas operator. Jika masih terdapat
kekurangan atau kesalahan maka
dikembalikan ke pemohon;

Acc Kepala Dinas;

Menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke
pemohon,

Jangka waktu

penyelesaian

3 hari kerja

Biaya/tarif

Ciratis

Produk Pelayanan

Sarana, p}as-a.rana,

dan fatau fasilitas

Pelayanan Surat Keterangan Datang.

e r—

Ruangan;
Komputer;
Printer;
Jaringan Internet;
Database SIAK;
ATK.

Kompetensi
Pelaksana

e L ol

Pendidikan minimal SMA;

Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;
Memiliki pengetahuan dan pengalaman di

bidang Pencatatan Sipil.




9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan ]ﬁngsung:
internal 2. Rapat pleno / Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
10.| Penanganan 1. SP4N Lapor (htpp:/ /lapor.go.id);
pengaduan, 2. Aplikasi All in One;
saran, dan 3. Whatsapp 087874123195;
masukan 4. Telepon 082253420968.
11.| Jumlah Pelaksana | Maksimal 3 (tiga) orang.
12.| Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan
akuntabel .
13.| Jaminan 1. Data dan informasi pengguna layvanan
keamanan dan dijamin keamanannya dan digunakan semata
keselamatan mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang
layanan menjamin/mendukung keamanan,
kenyamanan dan keselamatan pengguna
layanan.
14.| Ewvaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan f_un_gm_'
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Pelaksana Pendaftaran Penduduk secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila
diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU

o
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3.

STANDAR PELAYANAN SETT (SURAT KETERANGAN TEMPAT
TINGGAL BAGI WNA)

KOMPONEN

TURAIAN

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan,

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;

4. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil,

5. Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan.

2.

Persyaratan
Pelayanan

Mengisi formulir SKTT dengan melampirkan :

1. Fotocopy KITAS (Kartu ljin Tinggal Terbatas)
dari Kantor Imigrasi;

2. Fotocopy dokumen keimigrasian (Paspor,
Visa, DI}

3. Surat dar pihak vang menjamin selama
berada di Indonesia;

4. Menyertakan Surat Tanda Lapor Diri (STLD)
dari Kepolisian.

Sistem, mekanisme,

dan prosedur

1. Menerima kelengkapan berkas pemohon

2. Verifikasi berkas. Jika sudah lengkap bukti
pelaporan /resi pendaftaran dan meneruskan
ke petugas operator. Jika masih terdapat
kekurangan atau kesalahan maka
dikembalikan ke pemohon.

3. Menverahkan SKTT ke pemohon.

Jangkﬁal-:tu

penyelesaian

5 (lima) hari kerja

Biaya/tarif

Produk Pelayanan

Gratis

Standar Pelayanan SKTT (Surat Keterangan
Tempat Tinggal Bagi WNA)

SArana, prasarana,
dan /atau fasilitas

Ruangan;
Komputer;
Printer;

Jaringan Internet;
Database SIAK;
ATK.,

I




8 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA,;
Pelaksana 2. Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman i
bidang Pencatatan Sipil.
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
internal Rapat pleno / Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
10.| Penanganan 1. SP4N Lapor (hitpp:/ /lapor.go.id);
pengaduan, 2. Aplikasi All In One;
saran, dan 3. Whatsapp 087874123195,
masukan 4. Telepon 082253420968,
11.| Jumlah Pelaksana _M;Em;ﬂ-a-[ﬂia; OTAng.
12.| Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan
akuntabel .
13.| Jaminan 1. Data dan informasi pengguna layanan
. keamanan dan dijamin keamanannva dan digunakan semata
keselamatan mata hanyva untuk kepentingan pelayvanan;
| pelayanan | 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang
layanan menjamin/mendukung keamanan,
kenvamanan dan keselamatan pengguna
layanan.
 14.| Evaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Pelaksana Pendaftaran Penduduk secara berkala setiap

bulan dan setiap tahun, maupun apabila
diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU
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4, STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Persyaratan Pelayanan

Undang-Undang HNomor 1 Tahbum 1574 fenfang
Parkawinan;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tehun 2013 tentang
Perubahan Alas Undang Undang Momor 23 Tahun 2006
tantarg Administras Kepandwdukan,

Peraturan Pemeriniah Momor 40 Tahun 2015 lentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tehun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 23 Tahun
2008 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republikx ndonessa Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan den Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatn Sipil

Peraiuran Menieri Dalam Megeri Momor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kalahiran;

Permendagn Mo, 109 tahun 2019 tentang formulic dan
buku yang digunakan dalam Administrasi Kependuduskan,
Peraluran Merten Pendayagunaan  Aparatur Megara
dan FReformasi Birckrasi Republik Indonesia Momor 35
Tahun 2012 tertang Pedoman Penyusunan Standar
Oparasional Prosedur Administras Pemearintaan,
Peraturan Manteri Dalam Nageri Nomor 108 Tehun 2019
tentang Paraluran Pelaksanaan Peraturan Presiden
Momor 56 Tahun 2018 Tentang Persyarstan dan tata
Cara Pendaftaran Penduduk;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Momor 9 Tahun
2015 tentang Permyvelenggaraan Administrasi
Kepandudikan:

Peraluran Daerah Kabupaten Indramayu Momor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengis formuiir pelaporan Akta Kelahiran,

Surat Katerangan Kelshiran dari bidan/rumah sakit/
SPTJM kelahiran;

Buku Nikah/utipan Akta Perkawinan atau bukti laan yang
sah | SPTJM Pasangan Suarmni Istri;

KK: dan;

KTP-8l Kedua arang tua.

Sistem. mekanisme, dan
prosedur

5

6.

Mengajukan dan mingisi form permohonan;

Menerima bekas dari pemohon dan melakukan verifikasi
kelengkapan, kemudian membust berkas draft surat
keterangan Pembatalan Akta,

Malakukan verifikasi kesesuai Drafi Surat Heterangan
Pembatalan Akta dengan Persyaratan. Jika sesual maka
di paraf dan diteruskan ke Kabid;

Melakukan verifikasi kesesual Draft Surat Keterangan
Pembatalan Akta dengan Persyaratan. Jika sesuai maka

di paraf dan dteruskan ke Kadis;

Membubuhkan tends tengan elsktonik (TTE) di kutipan
akta kemudian diteruskan ke Staf peryerahan dokurmen;
menanma dokumen den diserahkan ke pemohon

Jangka wakiu pemelesaian

Biayadtarif

7 hari kerja

Gratis

Produk Pelayanan

Penarbitan Akta Kalahiran

Sarana, prasarana,
dan/atau fasiltas

A ow p o=

Ruangan
Homputar

Printer

Jaringan Internet




Database SIAK
ATK

Kompetensi Pelaksana

pr i e |

Pendidikan minimal SMA;

Mempunyai  kemampuan  untuk  mengoperasikan
kompulear,

3, Memiliki pengetshuan dan pengalaman o bidang
Pancatatan Sapil.

Pengawasan intemal

" Dilakikan oleh atasan langsung;
Rapat plena / Brifing Inbern;, dan
Sistarn palaporan bulanan.

10,

Penanganan
pengaduan, saran, dan
masukan

SP4N Lapor (Rlpp:iMapor go.id,
Aplikasi All in One;

VWhatsapp 087874123195,

. Telepon (082253420068

oW N =W N s

11

Jumlah Pelaksana

Maksimal & (enam) orang.

12

Jaminan pelayanan

Pelayanan diberikan secara barkualitas, lidak digkriminatf,
mudsh, cepat, transperan dan skuritabal |

13.

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

1 Data-dan informasi  pengguna layanan  dijamin
keamanannya den digunakan semata mata hanya untuk
kepaniingan pelayanar;

2 Sagrana pelayanan dan sarana penurgang layanan
menamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
kesaslamatan pengguna layanan.

14.

Evaluasi kinera
Palaksana

| [apurarT evaluasi petaksanaan hugas dan fungsi disampaikan
kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil baik
secara berkala setiap bulan dan setiap fahun, maupun
apabila diperiukan sawakiu-waktu

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYL

e

H. MCH. I K ISKAND Sos. MM,
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5. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN

‘m KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. UL Nomor 38 Tahun 1998 Tartang Hak Asasi Manusia;
Z U HNomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi
Kepandudukan sabagaimana telah diubah dengan Undang-
Lindang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang Undang MWomor 23 Tahun 2006 tentang
Adminisirasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Momor 23 Tehun 2008
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 98 Tabhun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatn Sipd;
5. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparalur Negara can
Reformasi Brokrasi Republik Indonasia Momor 35 Tahun
2012 tantang Pedaoman Penyusunan Standar
Cperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menter Dalam Megerl Momor 108 Tahun 2019
tentang Paraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara
Pendaftaran Penduduk;
7. Parmendagr No. 108 tahun 2019 tentang formulir dan buku
yang digunakan dalam Adminisirasi Kependudukan;
B. Peraturan Daarah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah |
Kabupaten Indramayu,
2. Peraturan Daserah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun
2015 tantang Peryalangoaraan Administrasi
Kependudukan,
2 Pearsyaratan Palayanan 1. Mangisi Formulir pencatatan kematian;
2. Sural kematian dan dokler atau kepala desallurah alau
yang disebut dengan nama lain;
3. Folo Copy KE;
4, KETP al aimarhum/Almarhumah.
3. | Sistam, mekanisma, dan 1. Pemochon Mengisi formulir pencatatan kematian,
sed 2 Menerima dan memeriksa barkas, JFka Ya, dibankan tanda
PEIEALE. terima dan diregieter. Jika Tidak, dikembalikan kepada
pamohon untuk diperbaiki:
3. Mesegister ke dalam buku Akta Kematian dan membual
kutipan Akta Kamatian;
4 Memeriksa, pemarafan dan penandalangan;
5 Pengesshan melalui Tanda tangan elekironok (TTE);
6. Panyerahan Akfa Kematian,
4 Jangka wakiu penvelesaian 5 harl kerja
— T Fidok Gorkan bieya Grais
B Produk Pelayanan Pembuatan Pencatatan Akta Kematian
T Sarana, prasarana, 1. Ruangan
danfatau fasilitas 2. Komputer
3. Printer
| 4. Jaringan Irternet
' 5. Database SIAK
B, ATK
a8 Kompetensi Palaksana 1. Pendidikan minimal SMa,
2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komgputear;




3 Memiliki pengetahuan  dan  pengalaman di bidang
Pencatatan Sipil.

8. Pangawasan intarnal 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Rapat plena { Brifing Intern; dan
3. Sistem pelapcoran bulanan
10. | Penanganan 1. SP4N Lapor (hpp:iapar.go.id,
pengaduan, saran, dan 2. Aplikasi Al in One;
masukan 3. Whatsapp 0BTBET4123195;
4, Telapon 082253420568
11 | Jumlsh Pelaksana Maksimal 3 (tiga) orang.
12| Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkusiitas, tidak diskriminatf, |

murah, mudah, cepat, iransparan dan akuntabel,

13. | Jaminan keamanan dan 1. Data den informasi pengguna lsyanan  dijamin |
keselamatan palayanan keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk
kepentingan pelayanan;

2 Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan
men@amin/mendukung  keamanan, kenyamanan  dan
kesalamatan pangguna layanan,

14. | Evaluasi kinerja Laporan evaluas pelaksanaan wgas dan fungsl disampaikan

Pelaksana

kepada Kepala Bidang Palayanan Pencatatan Sipil baik
secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila
diperiukan sewakiu-wakiu,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYL

%.,

H. MOH. | MM.
% Pembina Ulama Muda

NIP. 15710722 199803 1 004




6. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN

=

URAIAN

| 1

Dasar Hubum

UL Momor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
UL Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- |

Undang Momor 24 Tahun 2013 temtang Perubahan Atas
Undang Undang ™Nomor 23 Tahun 2006 tenfang
Administrasi Kependudulkan;

Peraturan  Pemerintah Momor 40 Tahun 2009 tentamg
Pelaksanaan Undang Undang MNomor 23 Tabun 2006
tentang Administrasi Kependudokan sebagmimana telah
dinbah dengen Undang-Unding Nomor 24 Tahan 2003
tentang Perubahen aftas Undang-Undang MNomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan  Presiden Republik Indonesia Momor 96 Tahun
2008 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatn Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan
Akta yang diterhitkan oleh Negara lain;

Peraturan Menteni Dalam MNegeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Momor
2 Tahunm 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara
Pendaftaran Penduduk;

Peraturan  Menteri Dalam  Negen  Republik  Indooesia
Momor 109 Tahun 2019 temtang Formulir dan buku yang
digunakan dalam administrasi kependudulan;

Persturan Daerah Mo 9 Tahun 2015 tentang
Penvelenggaraan Adminisirasi Kependudukamn;

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Orpanisast den Tata Kega Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Indaramayu

Porsyaratan Pelayanan

Sistem, mekanisme, dan
prosedur

6.

Mengisi Formulir pelaporan perkawinan;

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka
agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa;

Pas foto berwarna suami istri berdampingan dengan posisi
isteri sebelah kiri dan suami sebelah kanan 2 lembar
(ukuran Bx4 cm berdampingan);

Foto Copy KK, KTP el suami isteri dan arang tua;

Foto Copy KTP dua orang saksi;

Akta perceraian bagi yvang telah bercerai atau Akta

kematian pasangannya

Pemohan mengisi dan menandatangani formulir pa:rsyaratau
sesum  dengan ketentusn  Peraturan  Presiden  mengenai
persvaratan  dan  tafa cara  pendaftaran  penduduk  dan
pencatatan  sipil  vang  menganr  Mengena  pencatatan
perkawinan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
Petugas  pelavanan melakukan  verifikesi dan  validas:
persyaratan.

Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam
basis data kependudukan

Pemohon suami dan isteri menandatangani register akta
perkawinan

Pejabail  pencatatan sipil  pada  disdukcapil  melakukan
Pengesahan melalui Tanda tangan elektronik (TTE) dan
menerbitkan kutipan akia perkawinan; dan

Kutipan akta perkawinan dizampaikan kepada pemohon,

3 (tiga) hari kerja

Tidak dikenakan biaya Gratis




" & | Produk Pelayanan | Pencatatan Perkawinan
7 | Serana, prasarana, 1. Ruangan —
dan/atau fasilitas | 2. Komputer
| 3. Printer

4. Janngan internet

5. Database SIAK

6. ATK

B Kompetensi Pelaksans 1. Pandidikan minimal SMA;

2. Mempunyai kamampuan untuk mangoparasikan komputar,

3. Memiliki pengetahuan dan pengslaman di bidang
Pancatatan Sipil.

8 Pengawasan intermal 1. Dilakukan cleh alasan langsung;
2 Rapat pleno { Brifing Intern; dan
3 Sistem pelaporan bulanan.
10, | Penanganan 1. SP4N Lapor [Mpp-ifapor.go.id;
pengaduan, saran, dan 2 Aplikasi Allin One;
- masukan ' 3, Whatsapp 087874123195,
|4. Telepon DB2253420958,
1. Jumlah Pelaksana Maksimal 3 (tiga) orang.
12 | Jaminan pelayanan " Pelayanan diberkan secara berkualitas, tidak diskriminatif,
murah, mudah, cepal, transparan dan akuntabel.
13. | Jaminan keamanan dan 1 Data dan informasi  pengguna layanan  dijamin
keselamalan pelayanan keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk
kapantingan palayanan.

2 Barana pelayanan dam  sarana  panunjang  lEyanan
menjamin/mendukurg  keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan.

14. | Evaluasi kinera Laporan evaluasi pelaksanaan lugas dan fungsi disampaikan |
Palaksana kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil baik secara

berkale seliap bulan den sefiap tahum, maupun apabila
diperiukan sewakiu-wakiu,

KEPALA DINAS KEPENDUDLUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

H. MOH. ISKAK Sos. MM,
——3R Pambina Uiama Muda
NIP, 19710722 199903 1 004




7.

STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STATIS
(TEMPAT, TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR, GOLONGAN DARAH)

Dasar Hukum

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2015 tentang Persayaratan Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak akses
serta pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan;

9. Permendagrn No. 74 tahun 2015 tentang tata
cara perubahan elemen data penduduk
dalam KTP Elektronik;

6. Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan,

2. Persyaratan 1. Mengisi formulir surat permyataan
perubahan elemen data kependudukan
Pelayanan bermaterai cukup (f.1.06);

2.  Fotocopy kutipan akta kelahiran dan/atau
fotocopy ijazah dengan memperlihatkan yang
aslinya;

3. Fotocopy surat keterangan medis (untuk

; golongan darah).
3. Sistermn, mekanisme, 1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
dan prosedur 2. Membubuhkan stempel keabsahan oleh Petugas

3. Memverifikasi melalui aplikasi SIAK atas
kebenaran data

4, Mevalidasi Fotocopy KTP, KK

5. Setelah divalidasi Fotocopy KTP diserahkan ke
pelaksana

6. Keabsahan diserahkan kepada pemohon

4 Jangka waktu 3 hari kerja
penvelesaian
5 Biaya/tanf Gratis
. 6 | Produk Pelavanan Perubahan tempat, tanggal/bulanftahun lahir, golongan
darah
T Sarana, prasarana, 1. Ruangan;
dan/atau fasilitas 2. Komputer;

3. Printer;

4. Jaringan Internet;

5. Database SIAK;

6. ATK;




8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA;
Pelaksana 2. Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang Pencatatan Sipil.
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung; -
internal Rapat pleno / Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
10.| Penanganan 1. SP4N Lapor (htpp:/ /lapor. go.id; =
pengaduan, 2 Aplikasi All in One;
saran, dan 3. Whatsapp 087874123195;
masukan 4. Telepon 082253420968,
11.| Jumlah Pelaksana | Maksimal 3 orang.
12.| Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak L
diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
dan akuntabel .

" 13.| Jaminan 1. Data-dan informasi pengguna layanan '
keamanan dan dijamin keamanannya dan digunakan semata
keselamatan mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang

lavanan menjamin/mendukung keamanan,
kenyvamanan dan keselamatan pengguna
layanan.
14.| Evaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Pelaksana Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
walktu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU

o5

-

H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S5.So0s..MM.

~—=F Pembina Utama Muda
NIP. 19710722 199903 1 004




STANDAR PELAYANAN DATA DINAMIS
A. PERBAIEAN KESALAHAN REDAKSIONAL

No

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 61
Tahun 2015 tentang Persayaratan Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak akses
serta pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan;

Permendagri No. 74 tahun 2015 tentang tata
cara perubahan elemen data penduduk
dalam KTP Elektronik;

Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan.

Persyvaratan
Pelayanan

Mengisi formulir surat pernyataan
perubahan elemen data kependudukan
bermaterai cukup (f.1.06);

Fotocopy kutipan akta kelahiran dan/atau
fotocopy ijazah dengan memperlihatkan vang
aslinva.

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

e

Ll

f.

Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Membubuhkan stempel keabsahan oleh Petugas
Memverifikasi melalui aplikasi SIAK atas
kebenaran data

Mevalidasi Fotocopy KTF, KK

Sctelah divalidasi Fotocopy KTP diserahkan ke
pelaksana

Keabsahan diserahkan kepada pemohon

Jangka waktu
penyelesaian

3 hari kerja

Biaya/tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Data Dinamis ( Perbaikan Kesalahan Redaksional)

Sarana, prasarana,
dan fatau fasilitas

m ot oA WM -

Ruangan;
Komputer;
Printer;

Jaringan Internet;
Database SIAK;
ATK.




8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA;
Pelaksana 2. Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang Pencatatan Sipil.
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung: .
internal 2. Rapat pleno / Brifing Intern; dan
3. Sistemn pelaporan bulanan.
10.| Penanganan 1. SP4N Lapor (hipp:/ /lapor.go.id;
pengaduan, 2. Aplikasi All in One;
saran, dan 3. Whatsapp 087874123195;
masukan 4. Telepon 082253420968,
11.| Jumiah Pelaksana | Maksimal 3 orang. b
12.| Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan |
dan akuntabel . |
13.| Jaminan 1. Data-dan informasi pengguna layanan |
keamanan dan dijamin keamanannya dan digunakan semata |
keselamatan mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang |
layanan menjamin/mendukung keamanan, j
kenyamanan dan keselamatan pengguna |
layanan.
14.| Evaluasi - Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi |
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Pelaksana Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) |

baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
waktu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU

i

H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.5o0s.,.MM.

— Pembina Utama Muda

NIP. 19710722 199903 1 004



9.

STANDAR PELAYANAN DATA DINAMIS

B. GANTI NAMA

NO

URAIAN

—n

1.

Dﬂﬂ-ﬂ?ﬁukllm

" Pe rsyaratan

Pelayanan

Sistemn, mekanisme,

dan prosedur

Undang - Undang Fepublik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2015 tentang Persayaratan Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak akses
serta pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan;

Permendagri No. 74 tahun 2015 tentang tata
cara perubahan elemen data penduduk
dalam KTP Elektronik;

Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku wvang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan.

Mengisi formulir surat pernyataan
perubahan elemen data kependudukan
bermaterai cukup (f.1.06};

Salinan penetapan pengadilan.

Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Membubuhkan stempel keabsahan oleh Petugas
Memverifikasi melalui aplikasi SIAK atas
kebenaran data

Setelah divalidasi Fotocopy KTP diserahkan ke
pelaksana

Keabsahan diserahkan kepada pemohon

| pen yelesaian

hari kerja

Biava/tarif

Produk Pelayanan

| Gratis

| Data Dinamis (Ganti Nama)

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

- TR R R

Ruangan;
Komputer;
Printer;

Jaringan Internet;
Database SIAK;
ATK;

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal SMA;

Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;




3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang Pencatatan Sipil.

9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
| internal 2. Rapat pleno [ Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
10.| Penanganan | 1. SP4N Lapor (htpp:/ /lapor.go.id;
pengaduan, 2. Aplikasi All in One;
saran, dan 3. Whatsapp 087874123195;
masukan 4. Telepon 082253420968
11.| Jumlah Pelaksana | Maksimal 3 orang. a
12.| Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
dan akuntabel .
13.| Jaminan 1. Data-dan informasi pengguna layanan
keamanan dan dijamin keamanannyva dan digunakan semata
keselamatan mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang
layanan menjamin/mendukung keamanan,
kenvamanan dan keselamatan pengguna
layvanan.
14. | Evaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Pelaksana Informasi Administrasi EKependudukan (PIAK)

baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
waktu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU

i *

H. MOH. ISKAK ISKAND S.50s.,MM.

# Pembina Utama Muda
NIP. 19710722 199903 1 004




10.

STANDAR PELAYANAN KONSOLIDASI DATA

NO

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2015 tentang Persayaratan Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak akses
serta pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan;

2. Permendagri No. ¥4 tahun 2015 tentang tata
cara perubahan elemen data penduduk
dalam KTP Elektronik;

6. Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan.

2. Persyaratan 1. Fotocopy KTP-el dan atau KK,
Pelavanan
g Smtem,mtkanmme, 1.  Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan
d ek Pencatatan Sipil
ot et 2. Membubuhkan stempel keahsahan oleh Petugas

3, Memverifikasi melalui aplikasi SIAK atas
kebenaran data

4, Hasil Konsolidasi diserahkan kepada pemohon

4 Jangka waktu 3 hari kerja
penyelesalan
5 Biaya/tarif Giratis
6 | Produk Pelayanan Konsolidasi Data a —
T Sarana, prasarana, 1. Ruangan;
dan/atau fasilitas 2. Komputer;

3. Printer;

4, Jaringan Internet;

5. Database SIAK;

& | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA;
Pelaksana 2. Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;

3, Memiliki pengetahuan dan pengalaman di

bidang Pencatatan Sipil.




9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
internal 2. Rapat pleno / Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
10.| Penanganan | 1. SP4N Lapor (htpp:/ /lapor.go.id;
pengaduan, 2. Aplikasi All in One;
saran, dan 3. Whatsapp 087874123195;
masukan 4. Telepon 082253420968;
2. Sms 087874123196,
11.| Jumlah Pelaksana Maksimal 3 orang.
12. | Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan |
dan akuntabel . I
13.| Jaminan 1. Data-dan informasi pengguna lavanan
keamanan dan dijamin keamanannya dan digunakan semata
keselamatan mata hanva untuk kepentingan pelavanan,
pelavanan 2. Sarana pelavanan dan sarana penunjang
layanan menjamin/mendukung keamanan,
kenyamanan dan keselamatan pengguna
layanan.
14.| Ewaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Pelaksana Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
waktu,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU

g

OH. S.Sos.,MM.

———% Pembina Utama Muda

NIP, 19710722 199903 1 004




11. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN DATA
HKARENA : TERTUKAR FOTO, ADJUDICATE RECORD, MISSING
BIOMETRIK DAN DUPLIKAT TUNGGAL.

URAIAN

¥ Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 |
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2015 tentang Persayaratan Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak akses
serta pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan;

5. Permendagri No. 74 tahun 2015 tentang tata
cara perubahan elemen data penduduk
dalam KTP Elektronik;

6. Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan.

2. Persyvaratan
Pelavanan

Karena :

1. Tertukar foto; 3. Missing Biometrik;
2.  Adjudicate Record; 4. Duplicate Tunggal.
Syarat :

3. Mengisi formulir pernyataan bermaterai

3. | Sistem, mekanisme,
dan prosedur

1.  Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

2. Memverifikasi melalui aplikasi SIAK atas

kebenaran data

4 Jangka waktu
penvelesaian

7 (tujuh) hari kedja

5 | Biaya/tarif

Gratis

5] F"mduli_Ptlayﬂnﬂn

Penghapusan Data

7 Sarana, prasarana,
dan fatau fasilitas

Ruﬂnga-n;"
Komputer;
Printer;
Jaringan Internet;
Database SIAK;

L B S T

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal SMA;
2. Mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;




3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang Pencatatan Sipil.

9. | Pengawasan Dilakukan oleh atasan langsung;

internal Rapat pleno / Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.

10.| Penanganan 1. SP4N Lapor (htpp:/ Mlapor.go.id;
pengaduan, 2. Aplikasi All in One;
saran, dan 3. Whatsapp D87874123195;
masukan 4. Telepon 082253420968;

5. Sms (878741231%6.
11.| Jumlah Pelaksana Maksimal 3 orang.
| 12.| Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan
dan akuntabel .

13. | Jaminan . 1. Data-dan informasi pengguna layanan J
keamanan dan dijamin keamanannyva dan digunakan semata
keselamatan mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
pelavanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang

layanan menjamin/mendukung keamanan,
kenvamanan dan keselamatan pengguna
layvanan.

14. | Evaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kinerja disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Pelaksana Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) |

baik secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
waktu,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU

=

H. MOH. ISKAK ISEANDAR, S.Sos. MM.

——=R Pembina Utama Muda

NIP. 19710722 199903 1 004




128TANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA
A. AKTA PERCERAIAN

NO

KOMPONEN

URALAN

1.

Dasar Hukum

LB~

UL Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

UL Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang MNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admnistrasi Kependudukan;

Persturan Pemenntah Nomor 40 Tahon 2019 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tabun 2006
tentang  Administrasi Kependudukan sebagaimana telsh
dinbah dengan Unding-Undang Nomor 24 Tahun 2013
ientang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2008 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaram
Penduduk Dan Pencatatn Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Mepen Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Peéncatatan Perkawinan dam Pelaporan
Akta vang diterbitkan oleh Negara lain;

Peraturan Menteni Dalam MNegen Nomor 108 Tahun 2019
tentang Perafuran Pelaksanaan Perafuran Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara
Pendaftaran Penduduk;

Peraturan Mentenn Dalam  Negen  Republik  Indonesia
MNomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku vang
digunakan dalam administrasi kependudukan;

Peratwran Daersh Mo 9 Tahun 2015 tentang
Penvelenggaraan Administrasi Kependudukan,

Peraturan Bupah Indramayu Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Oigamisasi dan Tala Kena Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab, Indaramayu.

Persyaratan Pelayanan

 Sistemn, mekanisme, dan
prosedur

Mengisi Formulir pelaporan perkawinan;

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka
agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa;

Pas foto berwarna suami istri berdampingan dengan posisi
isteri sebelah kiri dan suami sebelah kanan 2 lembar
[ukuran Ex4 cm berdamplngan);

Foto Copy KK, KTP el sbami isteri dan orang tua;

Foto Copy KTP dua orang saksl;

Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta
kematian pasanganya; atau Bagi janda atau duda karena
cerai hidup melampirkan akta perceraian;

Rekomendasi Nikah darl Disdukcapil setempat bagi kedua
mempelai beda domisili.

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir persyaratan
sespdl  dengan  ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tats cara pendaftaran pendoduk  dan
pencatatan  sipil yang mengatur mengena  pencatatan
perkawinan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
Petugas pelayanan melakukan venfikazsi dan  validasi
persyaratan;

Petupas pada Msdukcapil melakukan perekaman data dalam
basis data kependudukan

Pemohon seami dan isteri menandatangani register akta
perkawinan

Pejabat  pencatatan  zipil pada  disdukcapil melakukan
Pengesahan melalui Tanda tangan elektronik (TTE) dan
menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan

Foautipan akia perkawinan dizampaikan kepada pemohon.




4 Jangka wakiu 3 (tiga) han kera
penyelesaian
5 Biayatari Tidak dikenakan biays Gratis
Produk Pelayanan Pencatatan Perkawinan
Sarana. prasarana, 1. Ruangan
danfatau fasilitas 2. Kompuler
3. Printer
4. Jaringan Intermet
5 Database SIAK
e x — E ATI{
8 I Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal ShA;
| £ Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer,
3. Memilki pengetahuan dan  pengalaman di bidang
Pencatatan Sipll.
9. | Pengawasan internal 1. Dilakukan cleh atasan langsung, R
2. Rapat plana/ Brifing Intern;, dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
10, | Penanganan 1. SP4N Lapar (ntpp./Napor.go.id,
pengaduan, saran, dan 2. Aplikasi All in One;
masukan 3. Whatsapp O8TBT4123195,
4 Telepon 0822534205968.
11. | Jumiah Pelaksana Maksimal 3 (liga) arang. “u |
12. | Jaminan pelayanan i Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskrimsnatif,
murah, mudah, cepat, fransparan dan akunisbel
13, | Jaminan keamanandan | 1. Data dan informasi pengguna layanan  dijamin
kesalamatan palayanan keamanannya dan digunakan semata mata hanya uniuk
kepantingan pelayanan;
I 2. Sarana pelayanan dan serana  penunjang  layanan
menaminmendukung  keamanan, kenyvamanan  dan
; kessamatan pangguna layanan.
14. | Evaluasi kinerja Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

Pelaksana

kepada Kapala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil baik secara
berkala sefiep bulan dan seliap tahun, maupun apabila
diperiukan sewakiu-wakiu

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

Wﬁm@

T Pambina Uiama Muda
MIP, 19710722 199303 1 004
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13, STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA
B. AKTA PENGAKLAN ANAK

[

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

—

|10

Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1974 lentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomar 23 Tahwn 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagamana ielah dubah dengan Undang-
Undang Womor 24 Tehun 2013 fentang Perubahan Alas
Undang Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Pemerintah MNomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administresi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Momor 24 Tehun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008
Tentang Adminisirasi Kependudukan

Perzturan Presiden Republik Indonasia Nomor 36 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Talz Cara Pendsftaran Penduduk
Dan Pencatain Sipil

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan HKspemilikan Akla
Kalahiran;

Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku
yang digunakan datam Administras: Kependuduikan,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Peryusunan Standar Operasional
Prosadur Administras Pamerintaban,

Peratiran Menteri Dalam Negen Nomor 108 Tahun 2018
tentang Paraiuran Pelaksanaan Peraturan Prasiden Nomor g5 |
Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan lata Cara Pendaftaran
Penduduk; |
Paraturan Daerah Kabupaten Indramayu Momor 9 Tahun 2045
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
Peratiuran Daeran Kabupalen Indramayu Nomor 9 Tahun 2096
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Habupaten Indrasmayu.

Persyaratan Pelayanan

b =2

th £ L

Meangisi formulir palaparan pengakuan anak,
Salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum fetap,
Kutipan akia perkawinarn;
KK dan

KTP-EIL

Sistem, mekansme, dan
prosedur

Jangka waktu penyelasaian

Biayaltari

Produk Pelayanan

=~

10 {sepuluh) han kera

Femohon mengisi dan manandatangani formulir persyaratan
sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan fate cara pendaftaran penduduk dan
pancatatan  sipil yang mengatur mengenal  pencatatan
perceraian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesis;
Patugas pelayanan melakukan wverfikasl dan  valldasi
parsyaratan;

Pelugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam
basis data kependudukan

Pejabat pencatatan sipil pada didukcapil mencatat dalam
register akta perceraian dan menerbitkan kutipan skis
perceraian serta menank kufipan akia perkawinan dan
membual catatan pinggir pada regsler akla perkawinan dan
kutipan akta perkawinan; dan

Kutipan akla pengakuan anak disampaikan kepada pemahaon

Gratis
‘Akla Pengakuan Anak




T Sarana, prasarana, 1. Ruangan
danfatau fasilitas 2. Kompuitar
3. Printer
4. Jaringan Intemed
5. Database SIAK
6. ATK R
B Kompatensi Pelaksans 1.  Pendidikan minimal SMa,;
2. Mempuryal kemampuan unfuk mengoperasikan komputer;
3. Memiliki pangetahuan dan pengalaman di bidang
Pencatatan Sipil
9 | Pengawasan internal 1. Dilskukan oleh alasan langsung,
2. Rapat plena/ Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
1. SP4N Lapor (hipp iapor ge. id,
10 Penanganan 2. Aplkasi All in One;
pengaduan, saran, dan 3. Whnaltsapp 087874122195,
masukan 4, Telepon 082253420968
11. | Jumlah Pelaksana Maksimal 3 orang
12. | Jaminan patayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah,
cepst, transparan dan akuntabel .
13. | Jaminan keamanan dan Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya
keselamatan palayanan dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan
pelayanar,
Sargna pelayenan  dan  sarana  penunjang  layanan
menjaminmendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengauna layanan
14. | Evsluasi kinerja Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pelaksana kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil baik secara

berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila
diperiukan sewakiu-waktu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYL

r el

H. MOH. ISKAK ISKANDAR, 5.50%. MM.
——F Pambina Ltama Muda
MNIP. 19710722 199503 1 004




14. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA

AKTA PENGESAHAN ANAK
NO KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan;

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telsh diubah dengan Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomaor 23 Tahun 2008 fentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Pemerintah MNomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang
Perubshan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008
Terang Adminisirasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Dan Pencatatn Sipil

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan  Akta
Ketahiran,

Permendagn Mo, 108 tahun 2019 fentang formulic dan buku
yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 temtang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosadur Administrasi Pamerinighan;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 108 Tahun 2018
tentang Paraturan Pelsksanasn Peraturan Presiden Nomor 56
Tahum 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pandaftaran
Panduduk;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Adminisiras Kependudukan,
Peraluran Daerah Kabupaten Indramayu Namor @ Tehun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah
Kabupaten Indramayw.

Persyaratan Pelayanan

i —=

Mangisi farmulr palaporan pengesahan anak;
Salinan penstapan pengadilan vang telah mampuriyad

kekuatan hukum tetap,
Kutipan akta perkawinan;
KK ;dan

KTP-EL

Sistern, mekanisme, dan
prosedur

_L.;H_LP.:

Pemaohion mengisi dan menandatangani formulr persyaratan
sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang mengatur mengenai  pencatatan
pengesahan anak di wilayah negara kesatuasn Republik
Indaenasia;

Petugas pelayanan melakukan verfikasi dan  validasi
parsyaratan;

Pelugas pada Disdukcapd melakukan parekaman data dalam
basis data kependudukan;

Pejabat pencatatan sipl pada didukcapsl mancatat dalam
register akia dan menerbitkan kutipan akta pengesahan
anak,

Kutipan akia pengesahan anak disampaikan kepada
pamohon

Jangka waklu penyelesaan

7 (Tujuh) hari kerja

Biayatarif

Gratis




] Produk Pelayanan Akta Pengesahan Anak
|7 | Sarana, prasarana, 1., Ruangan
danfalau fasilitas 2. Komputer
3, Printer
4. Jarirgan Inftermat
5. Database SIAK
UFSNTONOEES BOTETAowen i E "u"m
8 Kompatensi Pelaksana 1. Pandidikan minimal SMA,
2 Mempunyai kemampuan uniuk mengoperasikan komputer,
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
Pencatatan Sipil.
8. Pangawasan intarnal 1. Dilakukan cleh atasan langsung;
2. Rapat pleno ! Brifing Intern; dan
3, Sislem pelaporan bulanan,
N 1. SP4N Lapor (hipp-flapor.go.id;
10. | Pananganan 2. Aplikasi Allin One;
pangaduan, saran, dan 3. Whatsapp 087874123185
masukan 4, Telepon 0B2Z53420968.
11. | Jumlah Pelaksana Maksimal 3 orang =
12, | Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah,
cepat, transparan dan akuntabel
13. | Jaminan keamanan dan Data-dan informasi pengguna layanan diamin keamanannya
kesslamatan palayanan dan digunakan semala mata henya untuk  kepentingan
pelayanarn,
Sarana pefayanen dan serena  penumnjang  layanan
menjamin/mendukLing keamanan, kenyamanan dan
kesalamatan pengguna layanan.
14. | Ewaluzsi kinara Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungst disampaikan
Pelaksana | kepads Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil baik secara

berkala setiap bulan dan seliap tahun, maupun apabila
diparukan sewakiu-wakiu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYU
- -
H. MOH. ISKAK ISKANDAR, 5.50s..MM.
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15. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA PENGANGKATAN
ANAK (ADOPSI)

NO

KOMPONEM

URAIAN

|1.

Dasar Hukum

e

10,

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Momar 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang MNomor 24 Tahun 2013 teniang Perubshan Atas
Undang Undang Momar 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudiukan,

Pergturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Momar 22 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tertang
Administrasi Kapandudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018
tentarng Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Dan Pencatatn Sipi

Peraturan Menter Dalam Negerd Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelshirarn;

Permendagr Mo, 109 tahun 2012 tentang formulir dan buku
yang digunakan dalam Administrasi Kepandudukan,

Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparalur Megarzs dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonasia Momor 25 Tabun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Adminisirasi Pemeriniahan;

Peraturan Merten Dalam Megeri Nomor 108 Tahun 2018
tentang Paraturan Peiaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran
Penduduk;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor S Tahwn 2015
feniang Penyelenggaraan Adminisirasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomos 2 Tahun 2016
tentarg Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah

Kabupaten Indramayu.

i “Fanwaratm Pelayanan

P =

Mengisi formulir pencatatan pengangkatan anak (Adopsi),
Salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai
kebuatan hukum tetap;

Kutipan akta kelahiran,

KK orang tua angkat ;dan

KTP-El, atau

Dokwman parjalanan bagi arang tua angkatl orang asirg.

] [
n| o N

Sistem, makanisme, dan
prosedur

;oW

B.

Pemohon mengisi dan menandatangani farmulir persyaratan
sesugi dengan ketentuan Persturan Presiden mengenai
persyaratan dan lala cara pendafiaran penduduk dan
pencataian sipil yang mengatur mengenai  pencatatan
perceraian di wilavah negara kesatuan Republis Indonesia,
Petugas pelayanan melakukan verfikasi dan  vabdasi
persyaratan,

Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam
basis data kependudukan

Pejabal pencalatan sipil pada didukcapil mencatet dalam
register akta dan menerbitkan kutipan akta pengangkatan
anak (edopsi); dan I
Kutipan akia pengangkatan anak (adopsijdisampaikan |
kepada pemohon.

' nglmwa!m.l
penyelesaian

et
| Produk Pelayanan

7 {Tujuh) hari kerja

Grates

Catatan pinggir, pada Akta Kelahiran




T Sarana, prasarana, 1. Ruangan
dan/alau fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Janngan infermat
5. Database SIAK
B ATK
8 Kompetensi Pelaksans 1. Pendidikan minimal SMA;
2. Mempunyai kemamplan uniuk mengoperasikan komputer,
3. Memiliki pangetabuan dan pengalaman di bidang
Fencatatan Sipil
a. Pangaweasan intemal 1. Dilakukan chah atasan langsundg;
2. Rapat plenc/ Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.
B 1. SP4N Lapor (hipp:/ilapor.go id,
10. | Pananganan 2 Aplikasi All in One;
pangaduan, saran, dan 3. Whatsapp DBTET4123195;
masukan 4. Telepon 082253420958,
[ 11, | Jumiah Pelaksana Maksimal 3 orang
12. | Jaminan pelayanan ‘Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah,
cepat, transparan dan akuniabel.
13. | Jaminan keamanan dan Data-dan informasi pangguna layanan dijamin keamanannya dan
keselamatan palayanan digunakan semata mata hanya unfuk kepentingan pelayanan;
' Sagrana peleyanan dan  sarana  penunjang  layanan
| men@minimendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan
pangguna layanarn.
14. | Evaluasi kinerja Laporan evaluasi pelaksanaan fugas dan fungsi disampaikan
Pelaksana kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil baik secara

berkala sellap bulan dan setiap tahun, maupun
dipariukan sewakiu-waktu

apatila

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAMAYL

H. MOH. ISKAK ISKANDAR, 5.5058. MM.

~——% Pambina Utama Muda
WIF, 19710722 1959503 1 00d
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Lampiran I

Nomeor t
Tanggal 3

JENIS - JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGKARAKAN OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDEAMAYLU .

1. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA
NEGARA INDONESIA (SKPWNI|
2. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG WARGA
NEGARA INDONESIA (SKDWNI)
STANDAR PELAYANAN SKTT (SURAT KETERANGAN TEMPAT
TINGGAL BAGI WNA)
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN
STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STATIS
[TEMPAT, TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR, GOLONGAN DARAH)
STANDAR PELAYANAN DATA DINAMIS
A. PERBAIKAN KESALAHAN REDAKSIONAL
9. STANDAR PELAYANAN DATA DINAMIS
B, GANTI NAMA
10. STANDAR PELAYANAN KONSOLIDASI DATA
11. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN DATA
12. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA
A. AKTA PERCERAIAN
13. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA
B. AKTA PENGAKUAN ANAK
14. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA
C. AKTA PENGESAHAN ANAK
15. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA SIPIL LAINNYA
D. PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI])
16. STANDAR PELAYANAN PERJANJIAN KERJA SAMA

e e 4o

1

KEPALA DINAS KEPENDUDUEKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

—

H. MOH. ISKAK ISKANDAR, 5.508.. MM.
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16. STANDAR PELAYANAN PERJANJIAN KERJA SAMA

|ll0 KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional,;
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2015 tentang Persavaratan Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pembenan Hak akses
seTta pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan;
5. Permendagri No. 74 tahun 2015 tentang tata
cara perubahan elemen data penduduk dalam
KTP Elektronik;
6. Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang
formulir dan buku vang digunakan dalam
, Administrasi Kependudukan.
2. Persyaratan 1. Surat permohonan PKS
2, Juknis PKS
| Pelayanan 3. Dokumen PKS
- 3. | Sistem, mekanisme, | Menggunakan Web Portal dengan user |D dan
i prosediis Pasword dari dukcapil pusat
4 Jangka waktu 21 har kerja
penyelesaian
5 | Biaya/tarif Gratis
6 Produk Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan
oy Sarana, prasarana, 1. Ruangan;
dan /atau fasilitas 4. Komputer;
3. Printer;
4. Jaringan Internet;
3. Database SIAK;
8 Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA;
Pelaksana 2. Mempunvai kemampuan untuk
mengoperasikan komputer;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang kerjasama,
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
internal 2. Rapat pleno / Brifing Intern; dan
3. Sistem pelaporan bulanan.




10.| Penanganan 1. SP4N Lapor (htpp:/ /lapor.go.id; o
pengaduan, 2. Aplikasi All in One;
saran, dan 3. Whatsapp 087874123195,
masukan 4. Telepon 082233420968.

"‘.I Jumlah Pelaksana Maksimal 2 orang.

lﬂ.i Jaminan pelayanan | Pelavanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan

dan akuntabel .
ls.i Jaminan 1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin
keamanan dan keamanannya dan digunakan semata mata
keselamatan , hanya untuk kepentingan pelayanan;
pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang
layanan menjamin/mendukung keamanan,
kenyamanan dan  keselamatan pengguna
lavanan,
14. Evaluasi " Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kinerja . disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Pelaksana | Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

baik secara berkala setiap bulan dan setiap
| tahun, maupun apabila diperlukan sewakiu-
| waktu.

KEFPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

H. MOH. ISKAK ISKAND 5.50s.,MM.
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